UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI

TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR
Lesta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Pascasarjana Fakultas Hukum; 
Universitas Hasanuddin; Makassar; 90245; Sulawesi Selatan; Indonesia; (0411) 587219.
lestaindra31@gmail.com, syamsuddin.muchtar63@gmail.com, amir.ilyas@unhas.ac.id
PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Memiliki semangat ideologi pancasila yang tertuang dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Apa yang tertuang dalam konstitusi negara tersebut sudah seharusnya terealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi pada kenyataannya belum semua hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dapat terealisasi.

Ada berbagai macam penyebab tidak tercapainya kesejahteraan ini, di antaranya ialah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) karena menyangkut uang yang berjumlah fantastis. Uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor, sebagai akibatnya berbagai kepentingan publik seperti perbaikan jalan dan jembatan meski telah dirancang dengan baik namun realisasinya banyak masalah, hal ini membuat rakyat kecil benar-benar sangat dirugikan.

Hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan tingkah laku yang berlaku, pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi (Soekanto, 2002). Hukum sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan yang terletak pada penilaian terhadap suatu perilaku atau tindakan (Mertokusumo, 1991). Terlaksananya tujuan hokum maka diperlukan penegakan hukum, dimana penegakan hokum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup  (Warassih, 2005). Salah satu tindakan yang bernilainegatif yang dapat merusak nilai-nilai keadilan serta kedamaian utamanya di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, hal ini dikarena tindak pidana korupsi mendapatkan banyak sekali komentar negatif (Waluyo, 2014).
Data diperoleh bedasarkan tahun 2014 Indonesia merupakan salah satu negara tingkatkorupsi paling tinggi di dunia, hasilindeksCorruption Preception Index (CIP) sebesar 34 dengan nomor urutan 107 dari 175 negara (Saputra,2015).Tindak pidana korupsi kadangkala tidak murni permasalahan yuridis saja, hal ini mengakibatkan permasalahan yang mana penangananya tidak dapat terselesaikan hingga tuntas. Fenomena tersebut harus diperbaiki. Penegakan hukum yang efisien dan  efektif serta memberikan efek jera terhadap pelaku merupakan salah satu cara penyelesaian. Namun tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana konvisional yang melibatkan pelaku tindak pidana jalanan  (Hartati, 2005). Korupsi merupakanextra ordinary crime yaitu kejahatan yang luar biasa, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan social ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang semakin harisemakin membudaya (Marbun, 2020 & dkk ,2019 ; Hartati,2015). 
Penanganan tindak pidana korupsi perlu cara dukungan dan wewenang yang bersifat luar biasa (extra ordinary) dalam penyidikan, penyeledikan, serta penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi, selain itu juga diperlukan biaya yang besar, professional, dan waktu yang cukup (Mochtar, 2006). Sesuai dengan wewenangnya substansi yang sesuai dalam menangani tindak pidana korupsi diantaranya yaitu kejaksaan pada tahap penuntutan, pengadilan dan Commission Anti Coruption (CAC) atau Komisi Anti Korupsi (KAK). Berkaitan dengan penyidik yang memiliki hubungan erat dengan penangkapan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan  (Moeljatno, 2008).
Kepolisian bertugas menyelidiki dan menyidik semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainya sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi, namun dalam kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakniKomisiPemberantasanKorupsi (KPK)(UU No 2 Tahun 2002, UU No 30 Tahun 2002). 
Kepercayaan negara terhadap Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Polri dianggap tidak efektif dalam menangani kasus korupsi, ini terjadi dikarenakan adanya dampak dari ditetapkannya inspektur jendral Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil pada tahun 2011. Situasi saat ini polri tengah membenahi dan membersihkan diri, serta membangun citra institusi negara yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Semestinya instansi kepolisian terbebas dari KKN karena sebagai instansi pemengang peran terpenting dalam pelancar misi pemberantasan korupsi diberbagai daerah di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabes polri yang secara structural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor polres, yang mana pidana tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ditangani langsung oleh unit tindak pidana korupsi tingkat polres diibu kota atau kabupaten. Salah satu diantaranya yaitu unit tindak pidana korupsi  Resort Polman, yang bertugas dalam penangan tindak pidana korupsi di sekitar wilayah Resort Polman. Beberapa contoh yaitu adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa pada tahun 2016 hingga 2018 pada Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya analisis terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman. Selain itu juga perlu adanya analisis terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Resort Polman.
METODE
Metode penilitian yang digunakan merupakan metode penelitian hokum empiris. Penelitian dilakukan pada Resort Polman Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, yang mana instansi tersebut telah banyak menangani kasus tindak pidana korupsi. Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden. Responden penelitian yang dilakukan yaitu Anggota kepolisian Resort Polman. Teknik yang dilakukan dalam wawancara merupakan teknik yang bersifat bebas terpimpin, dimana wawancara dilkukan dengan interview guideyang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. 
Sedangkan data sekunde rmerupakan data tidak langsung yang diperoleh melalui kepustakaan. Sumber data sekunder diperoleh melalui : a) dokumenresmi, arsip-arsip yang terdapat dilokasi penelitian, b) literatur, perundang-undangan, hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media masa lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diproleh disajikan secara diskriptif, yaitu penyajian hasil penelitian dengan menguraikan serta memaparkan data secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hokum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara (UU No.31 Tahun 1999). Pemerintah sebagai pembuat regilasi serta pengayom masyarakat menjadi sebuah mesin pencetak uang bagi para koruptor (Sulistia & Aria, 2012). Guna mengatasi permasalahan tersebut maka kepolisian sebagai penegakan hukum, sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain (UU No 2 tahun 2002). Penyidikan, penuntutan dan pemerikasaan di siding pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna mempercepat penyelesaian (Saebani, 2013). 

Peran Polri dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan polri sebagai tombak dalam penegakan hukum. Selain Polri dalam perkembangan dan penanganan tindak pidana korupsi ada jaksa dan negara juga membentuk lembaga lain yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun peran Polri masih penting sebagai penegak hukum. Berikut disebabkan karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merupakan Ecstra Ordinary Crime (Mochtar, 2006). Sebagai penyidik maka Polri diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang karena kewajibanya untuk : a) melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, b) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, d) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, e) Mengambil sidik jari, f) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi, g) mendatangkaan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Syamsuddin&Aris 2014). 

Kasus tindak pidana korupsi khususnya pada Resort Polman semakin berkembang hal ini dijelaskan pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Data KasusDitanganiTahun 2014 HinggaTahun 2018
	No
	Tahun
	Jumlah Laporan Polisi
	Penyelesaian

	1
	2014
	2
	P.21

	2
	2015
	3
	P.21

	3
	2016
	2
	P.21

	4
	2017
	1
	P.21

	5
	2018
	2
	1.Proses Sidik
2. P.21


Sumber :Resort Polman
 Tabel tersebut diatas menerangkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ada di Kabupaten Polman rata-rata terdapat 2  kasus setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi penyebab Kepolisian Resort Polman harus bertindak dan mengambil upaya agar kasus-kasus korupsi yang ada tidak bertambah di tahun-tahun kedepan. Bahkan AKP Jeifinson Sitorus, SH sebagai Kasat Reserse saat ditemui dalam wawancara mengatakan kasus korupsi di Kabupaten Polman harus menjadi Zero Case di tahun yang akan datang mengingat Kabupaten Polman merupakan penyumbang kasus korupsi terbanyak di Provinsi Sulawesi barat, yaitu sebanyak 55% dalam skala provinsi.
Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Shed Husein Alatas terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, Secara umum korupsi adalah tindakan melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat. Maka dapat dipastikan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Polman dapat merusak tatanan yang sudah disepakati seperti tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 tahun terakhir, oknum yang melakukan tindak pidana korupsi berasal dari instansi dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti Kepala Desa, Kepala Dinas, Kontraktor, sampai ke Kepala Sekolah. Hal ini menunjukan bahwa adanya norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh para pelaku sehingga menyebabkan terganggunya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Berdasarkan hal tersebut, kesempatan oknum untuk melakukan korupsi di Kabupaten Polman seperti terbuka lebar karena belum maksimalnya fungsi pengawasan serta audit dari pihak eksternal sebagai fungsi kontrol. 

Hal ini dipertegas dari hasil wawancara kepada anggota unit Tipikor Kepolisian Resort Polman yang menyatakan bahwa “Dari beberapa kasus yang telah ditangani, narapidana tindak pidana korupsi yang ada adalah orang yang memiliki jabatan serta wewenang yang dapat membuka kesempatan untuk melakukan korupsi.” Sejalan dengan Teori Willingness and Opportunity to Corrupt yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan (kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, dll) dan niat (dorongan akan kebutuhan, keserakahan, dll).
Salah satu cara dalam mencegah dan atau menekan angka kasus korupsi yang ada di Kabupaten Polman, maka upaya yang dilakukan Kepolisian Polman adalah dengan membuat agenda tahunan yang sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan yang mencangkup Pre-emtif, Preventif, dan Represif. Hal ini termasuk dalam bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Barda Nawawi Arief, 2011: 4). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan (Soejono Dirdjosisworo, 1984: 19-20).
Upaya pre-emptif Cakupan upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resort Polman dalam melaksanakan kontrol sosial bukan saja bersifat represif tetapi juga preemtif dan preventif. Ada tiga kategori fungsional tindak pidana yang sekaligus juga sebagai lembaga penegak hukum yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat (Raharjo, 2011).

Salah satu upaya pre-emtif yang akan dilakukan Kepolisian Resort Polman terhadap penekanan angka kasus korupsi di Kabupaten Polman adalah melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang akan disebar diseluruh penjuru kota dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Briptu Ardiansyah SH yang mengatakan “Untuk Resort Polman sendiri kami sudah menganggarkan kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan korupsi. Dalam hal upaya pre-emtif kami akan melakukan penyebaran informasi terkait korupsi mulai dari pengertian hingga kepada sanksi pidana melalui media. Media yang akan kami gunakan adalah Banner yang akan di pajang di titik strategis, pembagian brosur kepada masyarakat, serta melalui media sosial berupa Instagram dan Facebook Resort Polman”. 

Hal ini sejalan dengan pendapat David Holmes tentang teori Komunikasi, yaitu salah satu produk yang lahir dari penggunaan internet sebagai media interaksi adalah media sosial. Melalui media sosial, segala bentuk penyampaian pesan, pertukaran informasi dan interaksi bisa diwujudkan melalui konten visual, audio dan audio visual. Media sosial merupakan sebuah fitur berbasis website yang dapat membentuk sebuah jaringan serta memungkinkan untuk setiap orang berinteraksi dalam sebuah kelompok ataupun komunitas. Orang yang hidup dalam information society tidak hanya bertemu dan menggunakan teknologi informasi melainkan cara tindakan mereka semakin dibingkai oleh teknologi tersebut. Secara garis besar, kegiatan preemtif yang akan dilakukan oleh Resort Polman mendatang dapat dikatakan sangat efektif karena sudah memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyebaran informasi, yakni informasi terkait korupsi. Selain itu media ini juga dapat dijangkau oleh segala usia mengingat hampir semua orang yang hidup dalam information society menggunakan media sosial.

Lebih lanjut Briptu Ardiansyah, SH mengatakan setelah dilakukannya kegiatan preemtif maka pihaknya akan melakukan evaluasi terkait efektifitas penggunaan berbagai media yang disebar ke masyarakat. Salah satu tools nya adalah dengan melakukan survey dan wawancara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait dengan korupsi.
Upaya kedua yaitu upaya Preventif, Abu Fida menyebutkan di media Republika, Ibarat  penyakit,  korupsi  di  Indonesia  telah  berkembang  dalam  tiga tahap  yaitu  elitis, endemic,  dan  sistemik.  Pada  tahap  elitis,  korupsi  masih  menjadi  patologi  sosial  yang  khas  di lingkungan   para   elit/pejabat.   Pada   tahap   endemic,   korupsi   mewabah   menjangkau   lapisan masyarakat  luas.  Lalu  di  tahap  yang  kritis,  ketika  korupsi  menjadi  sistemik,  setiap  individu  di dalam  sistem  terjangkit  penyakit  yang  serupa.  Boleh  jadi  penyakit  korupsi  di  bangsa  ini  telah sampai pada tahap sistemik.
Salah satu kasus korupsi di Kabupaten Polman sudah masuk pada tahap sitemik adalah kasus Penyalahgunaan Dana BOS di beberapa sekolah di Kabupaten Polman pada tahun 2015 hingga 2018 yang melibatkan Kepala Sekolah, guru hingga staff. Hal inilah yang menjadi perhatian khusu oleh unit Tipikor Resort Polman agar sistem korupsi yang sistematis seperti ini dapat di pangkas hingga ke akar-akarnya. Salah satu cara upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Polman adalah dengan menerapkan upaya preventif sedini mungkin. Tidak tertutup hanya pada bidang pendidikan saja namun juga pada semua sektor instansi yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Briptu Ardiansyah SH menyebutkan bahwa salah satu tindak preventif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Polman adalah dengan memberikan pelatihan internal kepada Babinkamtibmas agar dapat menjadi agen kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada wilayahnya terkait bahaya tindak korupsi. Selain itu, salah satu upaya preventif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke instansi-instansi yang berpotensi besar terjadinya tindak pidana korupsi. Kunjungan tersebut lebih di khususkan kepada para pejabat dan staff terkait dengan edukasi tindak pidana korupsi hingga sanksinya. Dan kegiatan ini juga berlanjut ke aparat-aparat di tingkat kecamatan dan desa. Dengan harapan adanya awarness terhadap tindak pidana korupsi ini.

Upaya penanggulangan  preventif  adalah membuat  rintangan  atau  hambatan  agar  tidak  terjadi  tindak  pidana  korupsi.  Laden Marpaung Dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi menyebutkan untuk  dapat  membuat  rintangan  atau  hambatan  tindak  pidana  korupsi  maka diperlukan  pemahaman  yang  seksama  terhadap  semua  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya korupsi  serta  semua  hal-hal  yang  mendukung  atau  mempengaruhinya. Upaya  pencegahan (preventive)  terhadap  tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu  jalan  untuk  memberantas  pelaku tindak  pidana  korupsi  agar  kedepannya  pelaku  yang  berkeinginan  secara  langsung  merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPTU ARDIANSYAH selaku penyidik di Resort Polman melakukan upaya bersifat mencegah dimana aparat penegak hukum meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Resort Polman dengan cara yaitu : a) Melakukan Sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam Criminal Justice System maupun KPK, b) Meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan lidik dan sidik tindak pidana korupsi, c) Fokus melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di 10 Area rawan Tindak Pidana Korupsi serta, d) Merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Koridor Due Process Of Law (Proses Hukum Yang Benar).
Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi.Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi.Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
Upaya terakhir yaitu upaya represif, Upaya ini adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan motode-metode berikut : Perlakuan (treatment) Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni : Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. 

Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku ini mengandung dua tujuan pokok yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari. Dalam hal upaya ini Resort Polman telah melakukan secra profesional penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dari 10 kasus yang ada semua pelaku telah diproses dan dipidana kan sesuai dengan undang-undang dan KUHAP. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Polman adalah Pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yaitu, Upaya Kepolisian dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10 menginstruksikan khusus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mengefektifkan dan efisienkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara, Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hokum, Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi
Kendala Yang Di Hadapi Oleh Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Polman dalam melakukan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

Theory of Constraints (TOC) merupakan pengembangan dari Optimized Production Technology (OPT). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel, Dr. Eliyahu M. Goldratt, dalam bukunya yang berjudul “The Goal : A Process of Ongoing Improvement”, yang ditulis pada tahun 1986. (Fogarty, 1991) Konsep OPT menekankan pada optimasi pemanfaatan stasiun constraints, metode ini juga dikenal dengan nama Theory of Constraints (TOC) atau teori kendala. Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.
Dari teori singkat terkait kendala yang disebutkan diatas, maka identifikasi awal dari penentuan kendala pada penelitian ini adalah dengan melihat hasil wawancara kepada narasumber. Adapun hasil wawancara terkait kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Polman ini Briptu Ardiansyah, SH mengatakan saat ditanya mengenai kendala yang dihadapi. “Sebenarnya dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang terdapat di Kabupaten Polman ini hanya terdapat sedikit kendala, karena jika di bandingkan dengan skala nasional maka tingkat kasus korupsi disini masih terbilang rendah. Namun karena Kabupaten Polman merupakan penyumbang terbanyak kasus korupsi pada skala provinsi maka kendala yang ada tidak bisa kita diamkan begitu saja. Salah satu kendala yang kami hadapi dalam internal kepolisian sendiri adalah lambatnya proses pencairan dana pada pengajuan anggaran tahunan. Kalau kendala eksternal yang kami hadapi tentu saja pemahaman yang lambat diserap oleh lapisan masyarakat tertentu sehingga memang harus ada kegiatan ekstra dalam menghadapi hal semacam ini. Kendala lainnya seperti sarana dan prasarana yang merupakan inventari kepolisian sendiri masih bisa kami selesaikan. Seperti alat kerja yang masih menggunakan peralatan pribadi seperti laptop dan printer. Namun itu bukan menjadi kendala yang signifikan”.
Dalam kesempatan lain Brigpol Hendrik menyebutkan “Sejauh ini kami tidak memiliki kendala berarti dalam menangani kasus, kalau dibilang saksi tidak ada di tempat ya kami usahakan bagaimana supaya bisa menemui saksi kalau tidak bisa datang ke kantor kami ke tempatnya, kendala itu baru ada ketika misalnya yang diperiksa menyembunyikan dokumen dan itu pernah terjadi, tapi kami menangani dengan melakukan upaya paksa seperti melakukan penggeledahan”. Kemudian Hal yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Akp. Jeifson Sitorus, SH (wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 11.57 WITA) beliau mengatakan bahwa: “Kendala pasti ada, kendala utamanya kita di sini ya itu tadi masalah anggaran, kita ditarget 2 kasus per tahun tapi biasanya kan ini kita tangani lebih dari dua kasus pertahunnya nah untuk mengatasinya kami maksimalkan anggaran yang tadi selain itu kita juga menggunakan dana pribadi semisal kalau mau kirim berkas atau surat itu kan harusnya menggunakan anggaran tapi kita cukup menggunakan kendaraan pribadi, kemudian yang ke dua masalah Sumber Daya Manusia, penyidik Tipikor di ResortPolman ini tidak ada pengaderan yang benar-benar baku dalam artian penyidik kita tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang tipikor tapi penyidik kita belajarnya otodidak dan kita juga lakukan pelatihan terhadap mereka, dan yang selanjutnya itu biasa dengar tentang Forum Pimpinan Daerah atau biasa disebut muspida kami memiliki kendala untuk menegakkan hukum terhadap para penguasa di daerah karena mereka ini memiliki kekuatan basis politik dan tentunya memiliki massa kalau kita katakanlah mengancam posisi mereka maka bisa saja ketertiban dalam masyarakat itu akan hilang, dan hal ini bertentangan dengan tujuan polisi tujuannya kita kan untuk memelihara harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat” 

Maka dari keterangan diatas, peneliti membagi kendala yang ada kedalam dua katagori, yaitu kendala internal dan kendala eksternal yang menjadi faktor penghambat dalam upaya menangani tindak pidana korupsi di Kabupaten Polman. 

Kendala Internal adalah sesuai hasil wawancara pada hasil pembahasan diatas, maka yang menjadi kendala internal adalah lambatnya pencairan dana pada pengajuan anggaran. Mengingat kegiatan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi ini merupakan hal yang baru pada Kepolisian Resort Polman, maka proses anggaran dan administrasi lainnya akan memakan waktu yang lama. Briptu Ardiansyah, SH juga menjelaskan “Mengingat ini adalah kegiatan atau upaya, maka yang didahulukan adalah kegiatan promosi, sementara kegiatan promosi ini memerlukan dana untuk pengadaan spanduk, baliho, pembuatan video misalnya”. 

Kendala Eksternal adalah merujuk dari hasil wawancara diatas, kendala eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Polman adalah lambatnya pemahaman yang dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui program-program yang dijalankan melalui Babinkamtibmas yang berada di desa-desa. Briptu Ardiansyah, SH pada saat bersamaan menjelaskan “Pada tahun 2018 kami pernah bersama pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait korupsi, yang mana anggota kami diminta menjadi narasumbernya. Namun pada tahun yang sama juga terdapat Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi di Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian”. Dalam hal ini terdakwa sangat mengerti terkait kejahatan korupsi, dan ini sangat berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Berdasarkan hal tersebut, kesempatan oknum untuk melakukan korupsi di Kabupaten Polman seperti terbuka lebar karena belum maksimalnya fungsi pengawasan serta audit dari pihak eksternal sebagai fungsi kontrol.

SIMPULAN

Upaya Kepolisian Resort Polman dalam menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan pendekatan Preemtif; melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang akan disebar diseluruh penjuru kota dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya, Preventif; memberikan pelatihan internal kepada Babinkamtibmas agar dapat menjadi agen kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada wilayahnya terkait bahaya tindak korupsi. Selain itu, salah satu upaya preventif yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke instansi-instansi yang berpotensi besar terjadinya tindak pidana korupsi, dan Represif; Resort Polman melakukan secra profesional penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dari 10 kasus yang ada semua pelaku telah diproses dan dipidana kan sesuai dengan undang-undang dan KUHP. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Polman adalah Pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendala Internal, Terkendala dalam hal lambatnya pencairan dana dalam anggaran yang telah disusun mengakibatkan: Terlambatnya pembuatan banner atau spanduk yang menginformasikan bahaya korupsi, Terlambatnya pembuatan media audio visual terkait edukasi tindak pidana korupsi, Terlambatnya pelaksanaan sosialisai kepada lapisan masyarakat dan instansi, Terlambatnya kegiatan pelatihan soft skill maupun hard skill kepada anggota atapun unit kepolisian terkait. Kendala Eksternal, Lambatnya pemahaman yang dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui program-program yang dijalankan melalui Babinkamtibmas yang berada di desa-desa.
